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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana perumusan ketentuan 
delik penodaan terhadap agama di Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana  
penerapan delik penodaan terhadap agama 
dalam praktek peradilan. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Perumusan ketentuan delik 
penodaan terhadap agama dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
dimasukkan dalam kelompok kejahatan 
penghinaan, karena penodaan disini 
mengandung sifat penghinaan, melecehkan, 
meremehkan dari suatu agama. Karena itu 
menyakitkan perasaan bagi umat pemeluk 
agama yang bersangkutan, sehingga unsur hal 
ini memenuhi unsur yang ada dalam ketentuan 
Pasal 156a KUHPidana yang terdiri dari: (1) 
Melakukan perbuatan mengeluarkan perasaan 
dan melakukan perbuatan, dan (2) di muka 
umum. 2. Dalam praktek peradilan terkait 
dengan delik penodaan terhadap agama yang 
sering menjadi kesulitan adalah istilah 
penodaan terhadap agama sesungguhnya 
sangat abstrak sehingga bisa digunakan oleh 
kelompok tertentu, terutama kelompok 
mainstream yang menuduh kelompok lain telah 
menodai agama dengan keyakinan dan praktik 
agamanya. Dalam praktiknya pasal tentang 
penodaan agama menjadi pasal yang bisa 
dipahami secara sepihak. Hal ini juga harus 
diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan 
mana yang termasuk delik penodaan terhadap 
agama dan sebaliknya.  
Kata kunci:  Tindak Pidana, Penodaan Agama. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penulisan 
Secara normatif, jaminan kebebasan 
kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya 
cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan 
normatif tidak serta merta indah pula dalam 
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kenyataannya. Banyak sekali warga negara 
Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya 
dalam memeluk agama dan berkeyakinan. 
Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang 
“diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk 
agama di luar agama yang “diakui” itu maka 
ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil 
warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai 
keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan 
penodaan agama.  
Jaminan kebebasan beragama pertama-
tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-
Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 
dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: 
1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat 
tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, 
serta berhak kembali”; 2) “Setiap orang berhak 
atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan 
hati nuraninya”. Hal tersebut ditegaskan lagi 
dalam pasal 29 (1) "Negara berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.", (2) "Negara 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agama dan 
kepercayaanya itu." 
Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia memberikan landasan normatif 
bahwa agama dan keyakinan merupakan hak 
dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam 
pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin 
kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam 
pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, 
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah”.  
Dari pasal tersebut jelas bahwa negara 
(dalam hal ini pemerintah) adalah institusi yang 
pertama-tama berkewajiban untuk menjamin 
kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu 
yang menjadi turunannya, seperti pengakuan 
hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam 
pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan 
bahwa “diskriminasi adalah setiap pembatasan, 
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pelecehan, atau pengucilan yang langsung 
maupun tak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, 
kelompok, golongan, status sosial, status 
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 
politik yang berakibat pengurangan, 
penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, 
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan 
baik individual maupun kolektif dalam bidang 
politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan 
aspek kehidupan lainnya”. Di samping itu, 
tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama 
dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan 
internasional sebagaimana tertuang dalam 
International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICPPR). Indonesia sudah meratifikasi 
tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 
Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). 
Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi 
Negara Pihak (State Parties) yang terikat 
dengan isi ICCPR. Kovenan menetapkan hak 
setiap orang atas kebebasan berpikir, 
berkeyakinan dan beragama serta perlindungan 
atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang 
untuk mempunyai pendapat tanpa campur 
tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk 
menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan 
kedudukan semua orang di depan hukum dan 
hak semua orang atas perlindungan hukum 
yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan 
tindakan untuk melindungi golongan etnis, 
agama, atau bahasa minoritas yang mungkin 
ada di negara pihak (Pasal 27). 
Dalam rangka memberikan perlindungan 
hukum atas adanya kepentingan hukum bagi 
setiap warga negara tersebut, maka ketentuan 
tentang delik penodaan terhadap agama harus 
diatur dalam RUU KUHP. Oleh karena itu 
perangkat peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai delik agama harus 
direkonstruksi dan di reevaluasi kembali 
sehingga delik agama dapat ditangani secara 
profesional dan proporsional oleh aparat 
penegak hukum. Dengan demikian negara 
Indonesia yang multi agama, multi etnik dan 
multi ras dapat terhindar dari hal-hal 
menghancurkan khususnya konflik-konflik antar 
umat beragama. Dengan demikian sifat 
perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM 
di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai 
pertentangan yang hanya mewakili 
kepentingan suatu golongan tertentu saja, 
melainkan menyangkut kepentingan bangsa 
Indonesia secara utuh.1 
Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penulisan 
skripsi dengan judul: ” Tindak Pidana Penodaan 
Agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Pasal 156a ”, dimana akan dikemukakan 
perumusan dalam perundang-undangan hukum 
pidana terkait dengan penodaan terhadap 
agama. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah perumusan ketentuan delik 
penodaan terhadap agama di Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana? 
2. Bagaimanakah penerapan delik penodaan 
terhadap agama dalam praktek peradilan? 
 
C. Metode Penelitian 
Penelitian tentang kebijakan formulasi 
hukum pidana dalam upaya penanggulangan 
delik agama ini menggunakan pendekatan yang 
bersifat yuridis normatif, yaitu dengan 
mengkaji/menganalisis data sekunder yang 
berupa bahan-bahan hukum terutama bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
dengan memahami hukum sebagai seperangkat 
peraturan atau norma-norma positif di dalam 
sistem perundang-undangan yang mengatur 
mengenai kehidupan manusia.  
 
HASIL  DAN PEMBAHASAN 
A. Delik Penodaan Terhadap Agama Dalam 
Perumusan Ketentuan Kitab Undang – 
Undang Hukum Pidana. 
Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal 
penodaan agama bisa dikategorikan sebagai 
delik terhadap agama. Sedang delik kategori c 
tersebar dalam beberapa perbuatan seperti 
merintangi pertemuan/upacara agama dan 
upacara penguburan jenazah (pasal 175); 
mengganggu pertemuan /upacara agama dan 
upacara penguburan jenazah (pasal 176); 
menertawakan petugas agama dalam 
menjalankan tugasnya yang diizinkan dan 
sebagainya. Bagian ini akan lebih difokuskan 
pada pasal 156a yang sering dijadikan rujukan 
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hakim untuk memutus kasus penodaan agama. 
Pasal ini selengkapnya berbunyi: “Dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya lima 
tahun barang siapa dengan sengaja di muka 
umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 
perbuatan: a. yang pokoknya bersifat 
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
terhadap suatu agama yang dianut di 
Indonesia; b. dengan maksud agar supaya 
orang tidak menganut agama apapun juga, 
yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.” 
Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa 
dikategorikan sebagai delik terhadap agama. 
Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini 
adalah agama itu sendiri. Agama, menurut 
pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-
kemungkinan perbuatan orang yang bisa 
merendahkan dan menistakan simbol-simbol 
agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan 
sebagainya. Meski demikian, karena agama 
“tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini 
juga ditujukan untuk melindungi penganut 
agama. Pasal tersebut masuk dalam Bab V 
KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban 
Umum. Di sini tidak ada tindak pidana yang 
secara spesifik mengatur tindak pidana 
terhadap agama.  
Pasal 156a merupakan tambahan untuk 
men-stressing-kan tindak pidana terhadap 
agama. Dalam pasal 156 disebutkan: Barang 
siapa di muka umum menyatakan perasaan 
permusuhan, kebencian, atau penghinaan 
terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat 
Indonesia, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal 
berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat 
Indonesia yang berbeda dengan suatu atau 
beberapa bagian lainnya karena ras, negeri 
asal, agama, tempat asal, keturunan, 
kebangsaan atau kedudukan menurut hukum 
tata negara.1  
 
B. Delik Penodaan Terhadap Agama Dalam 
Praktek Peradilan 
Dalam bagian ini akan diuraikan bagaimana 
praktek penggunaan pasal 156a dalam 
pengadilan. Akan diuraikan problem dan 
korban dari penggunaan pasal ini. Hal ini 
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penting karena salah satu problem krusial 
dalam revisi KUHP adalah masalah agama. Ada 
kecenderungan, kebijakan pemerintah dalam 
masalah agama senantiasa menimbulkan pro-
kontra. Hal ini karena kelompok-kelompok 
agama di Indonesia mempunyai aspirasi yang 
bukan saja berbeda, tapi saling bertentangan. 
Karena itu, kelompok-kelompok agama 
cenderung ramai-ramai meminjam “tangan 
negara” untuk memperjuangkan dan 
mengamankan posisinya. Kecenderungan ini 
tampak kian jelas bila kita mengikuti pro-kontra 
sejumlah regulasi di bidang praktek peradilan. 
Idealnya memang demikian, namun 
persoalannya adalah bagaimana mungkin dapat 
menghasilkan peradilan yang cepat sementara 
prosedur yang ada sekarang tidak mendukung 
peradilan yang cepat tersebut.10  Dengan 
“mengamankan” agenda keagamaan melalui 
pasal dalam undang-undang dan regulasi 
lainnya, maka tindakan yang diskriminatif 
sekalipun bisa menjadi “kebenaran” karena 
disahkan oleh undang-undang. Kondisi ini jelas 
berbahaya, karena undang-undang bisa 
menjadi sandera untuk membenarnya tindakan 
yang melanggar konstitusi sekalipun. Tanggung 
jawab kepada masyarakat diharapkan lembaga 
peradilan akan memperoleh kepercayaan dari 
masyarakat.11 Salah satu fungsi penting hukum 
pidana adalah untuk memberikan dasar 
legitimasi bagi tindakan represif negara 
terhadap seseorang atau kelompok orang yang 
melakukan perbuatan yang mengancam dan 
membahayakan, serta merugikan kepentingan 
umum. Ia memberikan mandat kepada negara 
untuk melindungi masyarakat luas dari 
perbuatan orang per orang atau kelompok 
orang yang hak-haknya terlanggar di satu sisi, 
dan memberi kewenangan kepada negara 
untuk menghukum orang yang tindakannya 
melanggar hukum. Berikut ini akan diuraikan 
beberapa kasus penodaan agama yang sudah 
divonis oleh pengadilan. 
 
1. Kasus Cerpen “Langit Makin Mendung” karya 
ki Pandji Kusmin 
Kasus ini merupakan kasus penodaan agama 
pertama setelah pasal 156a dimasukkan dalam 
KUHP. Korbannya adalah Hans Bague Jassin (HB 
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Jassin) yang divonis telah melakukan penodaan 
agama dengan hukuman satu tahun penjara 
dengan masa percobaan dua tahun. Masalah 
itu bermula dari terbitnya cerpen berjudul 
Langit Makin Mendung (LMM) karya Ki Pandji 
Kusmin yang dimuat di majalah Sastra edisi 8 
Agustus 1968. Cerpen itu menimbulkan 
kecaman dari berbagai pihak, terutama umat 
Islam. Akibat rekasi massa yang semakin kuat, 
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang 
peredaran majalah Sastra yang memuat cerpen 
tersebut karena isinya dianggap menghina 
kesucian agama Islam. Akibatnya ratusan 
eksemplar majalah Sastra disita di berbagai 
toko, agen dan pengecer di kota Medan. Bukan 
itu saja, protes massa terus berlanjut dengan 
demonstrasi ke kantor majalah Sastra. Sekitar 
50 pemuda berunjuk rasa dari mulai orasi 
sampai aksi coret-coret dinding kantor dengan 
segala macam penghinaan. Nuansa sindrom 
komunisme begitu kuat dalam tulisan-tulisan 
demonstran seperti H.B Jassin Kunjuk! (Kunyuk, 
ejaan lama-red), H.B Jassin Tangan Kotor 
Gestapu PKI, Ini Kantor Lekra, Majalah Sastra: 
Anti Islam, dan lain-lain. Akibat demonstasi 
tersebut majalah Sastra kemudian ditutup 
sampai batas waktu yang ditentukan. Kalangan 
sastrawan pun bereaksi. Di Medan sejumlah 
sastrawan terkemuka seperti Sori Siregar, 
Zakaria M. Passe dan Rusli A. Malem membuat 
pernyataan protes. Di Jakarta tak ketinggalan 
Umar Kayam, Taufiq Ismail, Trisno Sumarjdo, D. 
Djajakusuma dan Slamet Soekirnanto ikut 
menandatangani pernyataan protes. Nama Ki 
Pandjikusmin sendiri ‘mencuat’ sehingga 
dipelesetkan menjadi "Kibarkan Pandji-Pandji 
Komunis Internasional" . Polemik terus 
berkelanjutan. Setahun sesudah itu tajuk 
rencana harian Indonesia Raja menulis : "Ki 
Pandji Kusmin, Tampillah Engkau Sekarang 
Sebagai Ksatria."  
H.B Jassin selaku redaktur majalah Sastra 
diseret ke pengadilan. Akan tetapi di muka 
pengadilan ia berkeras tidak mengungkap 
identitas Ki Pandji Kusmin dengan berpegang 
pada UU Pers 1966: "bila sang pengarang tidak 
membuka identitasnya redaksi mempunyai hak 
tolak memberitahukan identitas pengarang 
sesungguhnya." Cerpen ini juga berbuntut 
panjang dan menyebabkan polemik sastra 
meributkan soal fantasi, kebebasan mencipta 
dan agama. Polemik tersebut berkepanjangan 
hingga dua tahun lamanya. Di pengadilan H.B 
Jassin mengaku selama ini hanya berhubungan 
lewat surat. Ia juga mengatakan sang 
pengarang berprofesi sebagai pelaut. 
Alamatnya selalu berpindah-pindah. Spekulasi 
bermunculan. Bahkan ada yang berasumsi H.B 
Jassin sendirilah Ki Pandji Kusmin itu.  
Ki Pandji Kusmin sendiri bukannya tidak 
tinggal diam. Pengarang misterius ini lewat 
redaksi Harian Kami tertanggal 22 Oktober 
1968 mengeluarkan pernyataan mencabut 
cerpennya dan menganggapnya tak pernah 
ada. Berikut pernyataannya: "Sebermula sekali 
bukan maksud saya menghina agama Islam. 
Tujuan sebenarnya adalah semata-mata hasrat 
pribadi saya mengadakan komunikasi langsung 
dengan Tuhan, Nabi Muhammad S.A.W, sorga, 
dll. Di samping menertawakan kebodohan di 
masa rezim Soekarno. Tapi rupanya saya telah 
gagal, salah menuangkannya ke dalam bentuk 
cerpen. Alhasil mendapat tanggapan di 
kalangan umat Islam sebagai penghinaan 
terhadap agama Islam." Kisah ini belakangan 
diterbitkan dalam buku berjudul “Pledoi Satra: 
Kontroversi Cerpen Langit Makin Mendung Ki 
Pandji Kusmin” tahun 2004.  
 
2. Kasus Sekte Pondok Nabi 
Kasus ini terjadi di lingkungan agama 
Protestan. Korbanya adalah Mangapin Sibuea, 
59 tahun, pimpinan sekte ‘Pondok Nabi’ di 
Bandung. Mangapin Sibuea dijatuhi hukuman 
dua tahun penjara dengan tuduhan melanggar 
pasal 156a KUHP tentang tindak pidana bersifat 
permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan 
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia 
oleh Pengadilan Negeri Bale Endah, Bandung, 
Jawa Barat.12 Vonis penjara dengan potongan 
masa tahanan itu dibacakan Ketua Majelis 
Hakim Sir Johan, didampingi hakim anggota, 
Dwi Sugiarto dan DS Dewi, Selasa 6/4/2004. 
Selain vonis penjara, hakim memutuskan 
bahwa barang bukti berupa tiga keping VCD 
berisi rekaman khotbah Mangapin dan sebuah 
buku berjudul ‘Kiamat Dunia Akan Segera 
Terjadi’ disita (Kompas Cyber Media, 7 April 
2004). Sebanyak 283 anggota jemaat sekte 
yang sedang menunggu kiamat di rumah 
peribadatan mereka dipimpin pendeta 
Mangapin Sibuea di Jalan Siliwangi, Bale Endah, 
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Kabupaten Bandung, Senin (10/11/03). Namun, 
mereka kemudian dievakuasi aparat Kepolisian 
Resor Bandung. Ini dilakukan menyusul protes 
warga sekitarnya. Selain itu, ada kekhawatiran 
para anggota jemaat yang di dalamnya banyak 
anak-anak akan melakukan upaya bunuh diri.  
Sebelumnya, suasana di Bale Endah pada 
petang hari menjelang pukul 15.00 memang 
kurang kondusif, dengan berkumpulnya 
puluhan warga masyarakat yang umumnya 
keberatan tentang adanya aktivitas jemaat di 
sekitar lingkungan mereka itu. Dari dalam 
rumah ibadah Pondok Nabi yang berlantai dua 
itu sendiri terdengar nyanyian dan tangis 
jemaat.  Pada pukul 15.30, aparat Bimbingan 
Masyarakat Polres Bandung memutuskan 
mengevakuasi jemaat Pondok Nabi ke Gereja 
Bethel Tabernakel di Jalan Lengkong Besar, 
Bandung, dengan menggunakan mobil 
pengendalian massa (dalmas). Evakuasi ke 
gereja itu atas petunjuk Dewan Gereja Jawa 
Barat, agar jemaat itu bisa dibina kembali. 
Jemaat Pondok Nabi tersebut dievakuasi 
dengan didampingi Tim Crisis Center Forum 
Komunikasi Kristen (TCC FKK) Jawa Barat. Acara 
pengangkatan dengan berkumpul di Pondok 
Nabi, memang gagal. Tapi dia mengelak kalau 
pengangkatan urung terjadi, lantaran aparat 
polisi dan pihak Crisis Center Forum Komunikasi 
Kristen Indonesia (FKKI) menghentikan acara 
tersebut. “Ditengah-tengah acara Pendeta 
Simon Timorason masuk,” kata Sibuea. Pendeta 
Simon Timorason adalah Ketua Crisis Center 
FKKI Jawa Barat. FKKI tergolong menentang dan 
menganggap Sibuea sesat 
(www.tempointeraktif.com, 12 November 
2003). 
 
3. Kasus Komunitas Eden 
Korban dari kasus ini adalah Lia “Eden” 
Aminuddin. Dia divonis dua tahun penjara 
dengan tuduhan penodaan atas agama. 
Peristiwa itu berawal pada Rabu, 28 Desember 
2005, ketika rumah Lia Aminuddin yang 
beralamat di Jalan Mahoni 30, Bungur, Jakarta 
Pusat, dikepung oleh sebagian masyarakat. 
Mereka memprotes penyebaran ajaran Lia, 
yang oleh Majelis Ulama Indonesia telah 
dinyatakan sebagai ajaran sesat. Polisi pun kini 
telah menetapkan Lia sebagai tersangka 
dengan tuduhan telah melanggar Pasal 156-a 
dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
tentang penodaan agama dan penghasutan.  
Komunitas Eden lahir tahun 1997 dari 
kelompok kajian Islam yang bermarkas di 
rumah pribadi Lia Aminuddin di Jalan Mahoni 
30, Senen, Jakarta Pusat. Dulunya, Lia 
Aminuddin yang merupakan perangkai bunga 
yang terkenal. Dia sering tampil di TVRI dan 
membawakan acara merangkai bunga. Dalam 
perkembangannya, Lia mengaku merasakan 
mendapat petunjuk dari Jibril, bahkan 
kemudian dirinya mengaku sebagai Jibril. Dia 
menyampaikan pengalaman hidupnya kepada 
rekan-rekannya dan dapat memperoleh 
pengikut sebanyak 48 0rang, 15 di antaranya 
adalah anak-anak. Sejak kelahirannya, 
komunitas itu tak putus dirundung teror. Pada 
bulan Mei 2001, sekelompok orang merusak 
dan mengusir komunitas itu sewaktu 
bertempat di Mega Mendung, Bogor. Pada 28 
Desember 2005, massa kembali mengepung 
Komunitas Eden. Dan akhirnya anggota 
komunitas itu dievakuasi secara paksa oleh 
polisi.  
Pengikutnya yang berjumlah 48 ditangkap. 
Ketut Untung (Kabag Humas Polda Metro Jaya) 
mengatakan, 15 orang dipulangkan oleh polisi 
karena dalam pemeriksaan mereka terbukti 
bukan sebagai anggota aliran itu tetapi sebagai 
pelayan rumah, pekerja ataupun orang yang 
bekerja di rumah Lia, Jalan Mahoni 30, Senen, 
Jakarta Pusat. "Masa orang yang jadi pembantu 
di rumah itu juga diperiksa terkait dengan 
aliran. Mereka kan bukan pengikut aliran 
karena hanya sebagai pekerja," tegasnya. 
Sebelumnya, Polda Metro Jaya membawa 48 
pengikut aliran Lia Aminuddin dari 
kediamannya, Rabu (28/12) petang setelah dua 
hari berturut-turut rumah itu dikepung warga 
sekitar yang merasa terganggu dengan 
keberadaan aliran pimpinan Lia. Kendati para 
pengikut aliran itu menolak untuk dibawa ke 
Polda Metro Jaya, namun polisi akhirnya 
berhasil mengevakuasi kendati sebagian 
pengikut harus digotong untuk masuk ke dalam 
bus milik Polda Metro Jaya. Lia, seperti 
diketahui, menyebarkan ajarannya sudah enam 
tahun lebih. Dia mencampurkan sejumlah 
agama. Dan, dia juga berinovasi dalam 
beribadah. Semula salah satu ibadahnya 
dengan menyanyikan lagu-lagu rohani diiringi 
organ. Penampilan jemaat wanitanya 
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serbatertutup, lengkap dengan kerudung, dan 
berwarna putih semua. Namun belakangan, 
ibadah kelompok Lia juga dengan mengaji 
diiringi musik. Belakangan lagi, kelompoknya 
membuat ritual dengan mengelilingi kawasan 
Mahoni. Penampilannya pun selalu berubah 
sesuai dengan ''wahyu'' yang dia terima. 
Dahulu, dia berjubah dan berkerudung warna 
putih. Namun, beberapa tahun kemudian 
menggunduli rambutnya dan berpakaian ala 
biksu. Namun, reaksi anggota masyarakat 
sekitar selama ini tidak terlalu dahsyat. Baru 
pada Selasa lalu, warga sekitar marah. 
Pengurus masjid sekitar akan menggelar tablig 
akbar untuk memerangi ajaran perempuan 
yang mengaku sebagai Malaikat Jibril itu. 
Kegiatan itu akan digelar di depan rumah Lia, 
Sabtu (31/12). Materi tablig akbar tentang 
Malaikat Jibril palsu. 
Warga mengultimatum agar ''Kerajaan 
Tuhan'' pindah dari Kecamatan Bungur. Lia 
diberi waktu seminggu dan Rabu kemarin telah 
memasuki hari ketiga dari ultimatum.Belum 
diketahui apa ajaran Lia yang meresahkan 
warga sekitar itu namun diduga karena Lia 
pernah mengklaim sebagai malaikat Jibril dan 
mendaulat anaknya sebagai Nabi Isa. Rumah 
dua lantai milik Lia pun dijadikan sebagai 
"Kerajaan Tuhan". Diperkirakan, Lia telah 
menyebarkan ajarannya lebih dari enam tahun.  
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani 
mengatakan bahwa polisi hanya menetapkan 
Lia Aminudin sebagai tersangka tunggal dalam 
kasus penodaan agama. Puluhan pengikut Lia 
hanya dijadikan saksi dan diwajibkan melapor 
ke polda. "Undang-undang mengatakan 
pengikut tidak bisa dijadikan tersangka. Jadi, 
hanya Lia yang dijadikan tersangka," ujar 
Firman Gani di Mapolda Metro Jaya, Jumat 
(30/12). Ia dijerat Pasal 156A KUHP, 
sebagaimana Lia. Lia masih meringkuk di 
tahanan Polda Metro Jaya. Sumber di 
kepolisian menyebutkan, wanita yang mengaku 
sebagai Malaikat Jibril itu tetap menolak 
tuduhan ia menodai agama. Lia bersikukuh 
bahwa ajaran yang dianut dan 
dikembangkannya benar. "Ya tetap merasa 
kalau dirinya benar. Tapi, itu hak dia, karena 
menyatakan benar atau tidak adalah 
pengadilan," kata sumber tersebut. Dalam 
sidang, pengacara dari Koalisi Pembela 
Kebebasan Beragama itu menuduh Majelis 
Hakim melanggar asas peradilan yang fair 
karena menghadirkan saksi ahli yang juga 
merupakan saksi pelapor, yakni anggota Komisi 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Prof Dr Ali 
Mustofa. “Baik, kalau begitu Majelis, dengan 
hormat, karena kami mintakan surat kami, 
dengan hormat kami berkeberatan untuk 
mengikuti persidangan ini. Dengan hormat, 
kami meninggalkan persidangan! Sekian dan 
terima kasih….” kata Saor Siagian. Saksi lainnya 
ternyata memberatkan. Ia mengaku kepalanya 
digunduli, dipukul, bahkan mulutnya dibakar 
karena dianggap berbohong. Saksi mengaku 
tinggal di Komunitas Eden selama tiga tahun. 
Anggota Koalisi Pembela Kebebasan Beragama 
Asfinawaty menyatakan persidangan kasus Lia 
Eden tidak pantas dilanjutkan karena cacat 
hukum. Menurut pengacara Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Jakarta itu, persidangan kasus Lia 
Eden menjadi ujian bagi Indonesia dalam 
menerapkan Kovenan Internasional tentang 
Hak Sipil dan Politik yang sudah disahkan 
melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. 
Ketua Majelis Hakim Lief Sufijullah yang 
membacakan putusan di Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Pusat, Kamis, menyatakan Lia Eden 
terbukti melakukan perbuatan menodai salah 
satu ajaran agama yang dilindungi di Indonesia 
sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) dan melakukan perbuatan yang 
tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan 
ketiga JPU. 
Dalam kaitan ini, ada beberapa catatan 
penting yang perlu diberikan. Pertama, kasus-
kasus penodaan agama senantiasa terkait 
dengan agama apa/siapa yang dinodai. Siapa 
yang berhak mengatakan agama tertentu telah 
dinodai atau tidak. Hal ini sangat mendasar 
dalam masalah ini. Secara yuridis formal, tentu 
saja pengambil keputusan pada akhirnya adalah 
hakim. Namun semua orang tahu bahwa 
hukum dan hakim tidak berbicara dengan 
dirinya sendiri. Apalagi dalam masalah agama, 
hakim seringkali merasa tidak punya “otoritas” 
dalam bersikap dan membuat penafsiran.  
Kedua, karena masalah di atas, maka suara 
mainstream seringkali diambil sebagai referensi 
kebenaran. Dalam Islam misalnya ada doktrin: 
‘alaikum bial-sawâd al-a’dham (hendaklah 
kamu mengikuti pendapat mayoritas) yang 
sering digunakan untuk melegitimasi kebenaran 
mayoritas. Doktrin ini semakin kuat dengan 
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adanya hadis: lâ tajtami’u ummatî ‘alâ 
dhalâlatin (umatku tidak akan pernah 
bersepakat dalam kesesatan). Dari doktrin 
inilah dalam hukum Islam dikenal konsep Ijmâ’ 
(konsensus ulama) yang menjadi standar 
kebenaran. Dalam konteks modern, apa yang 
disebut mayoritas sebagai penguasa kebenaran 
itu bisa merupakan hasil rekayasa. 
Ketiga, karena itu, kasus pengadilan 
penodaan agama senantiasa melibatkan massa. 
Pengerahan massa dilakukan bukan saja untuk 
menyuarakan aspirasi, tapi untuk menimbulkan 
kesan bahwa apa yang disuarakan adalah 
pendapat mayoritas. Tekanan ini pada akhirnya 
diharapkan mempengaruhi keputusan hakim. 
Akhirnya, klaim penodaan agama bukanlah 
masalah hakikat dari kebenaran itu sendiri, tapi 
lebih karena tekanan massa, masalah 
mayoritas-minoritas, yang dibungkus dengan 
otoritas penafsiran agama. Suka atau tidak, 
demikianlah realitasnya. 
Keempat, khusus menyangkut masalah 
penodaan Lia Eden, pertanyaan yang harus 
segera dijawab adalah agama apa yang 
dinodai? Sebagian orang Islam mengatakan 
bahwa ajaran Lia Eden telah menodai agama 
Islam. Lia Eden bilang dia adalah Jibril yang 
mendapat wahyu dari Tuhan, seorang 
anggotanya dikatakan reinkarnasi Nabi 
Muhammad, dan sebagainya. Sampai di sini 
saya belum merasa ada penodaan terhadap 
Islam, meskipun orang mungkin mengatakan 
bahwa membawa-bawa nama Jibril dan Nabi 
Muhammad tidak dalam posisi “sewajarnya” 
adalah bentuk penodaan terhadap Islam. Lia 
Eden sendiri mengatakan bahwa dia tidak 
memeluk agama, tapi percaya pada Tuhan. 
Karena itu tidak tepat kalau ajaran-ajarannya 
itu dikatakan menodai Islam. 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Perumusan ketentuan delik penodaan 
terhadap agama dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan 
dalam kelompok kejahatan penghinaan, 
karena penodaan disini mengandung sifat 
penghinaan, melecehkan, meremehkan dari 
suatu agama. Karena itu menyakitkan 
perasaan bagi umat pemeluk agama yang 
bersangkutan, sehingga unsur hal ini 
memenuhi unsur yang ada dalam ketentuan 
Pasal 156a KUHPidana yang terdiri dari: (1) 
Melakukan perbuatan mengeluarkan 
perasaan dan melakukan perbuatan, dan (2) 
di muka umum. 
2. Dalam praktek peradilan terkait dengan delik 
penodaan terhadap agama yang sering 
menjadi kesulitan adalah istilah penodaan 
terhadap agama sesungguhnya sangat 
abstrak sehingga bisa digunakan oleh 
kelompok tertentu, terutama kelompok 
mainstream yang menuduh kelompok lain 
telah menodai agama dengan keyakinan dan 
praktik agamanya. Dalam praktiknya pasal 
tentang penodaan agama menjadi pasal 
yang bisa dipahami secara sepihak. Hal ini 
juga harus diperhatikan hakim dalam 
mempertimbangkan mana yang termasuk 




1. Dalam upaya penanggulangan delik agama 
hendaknya memperhatikan karakteristik 
delik agama sebagai kejahatan yang 
menyangkut kepentingan masyarakat luas 
yang sangat berperan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara haruslah diatur 
secara rinci dalam ketentuan hukum pidana 
nasional; 
2. Upaya penanggulangan delik terhadap 
agama ini dapat berjalan secara  efektif 
dengan sarana proses peradilan yang adil 
dan memberikan kepastian hukum bagi 
setiap pencari keadilan agar semua dapat 
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